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masuk indonesia dengan tujuan per
ter
dan/atau memberanta

sdalah mengatasi

emiskinan dan kelap
pemerintah indonesia untuk menidaklanjuti

aran (United Nations, 2000)

hasi! deklarasi tersebut, telah membuat komitmen

asional untuk memberantas kemiskinan dalam
n

rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Pemerintah dan semua

perangkatnva dalam semua level, baik pemerintah

pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama

dengan perbagai unsur masyarakat memikul

tanggungjawab utama untuk  mewujudkan
pembangunan berkelanjutan  dan sekaligus
memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia
paling lambat tahun 2015.

Meskpun Indonesia ikut serta dalam
kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan
PBB sejak 2000, namun dalam Human
Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh
UNDP, kualitas manusia Indonesia makin
memburuk 10 tahun terakhir. HDI atau IPM
Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per
kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf
dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata
peringkat Indonesia masih berada di bawah

Négara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat
‘: IPM indonesia setiap tahunnya cendrung menurun
; dari 177 negara yang dinilai UNDP. Tahun 1996
-f“ Peringkat Indonesia adalah 102, dan terus

Menurun  sampai Tahun 2007 yang hanya
Menempati urutan ke 111 (UNDP, 2009).

Banyak pendekatan yang telah digunakan
_ ﬁm Penanggulangan kemiskinan. Namun,
- %3 pendekatan tersebut lebin  banyak
SONs  pada pinak intervensi _(pelaku

berdayaan). Seperti yang disebutkan oleh Poli
(2005); “awal kegagalan pembangunan: orang “sok
pintar” yang membuat keputusan untuk dikerjakan
“orang bodoh”. Kekurangan penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan lama melahirkan
pendekatan terhadap “target group” (kelompok
miskin/sasaran), sebagai subyek pembangunan
untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri.
Overweel (2008) menyebutkan bahwa pendekatan
target group dimulai di tahun 1970-an di masa-
masa awal pembangunan. Kata ini diartikan
sebagai perhatian yang patut diberikan kepada
masyarakat paling miskin, sebagai kebalikan dari
bantuan pembangunan infrastruktur yang sudah
ketinggalan zaman seperti pembangunan jembatan
dan Rumah Sakit yang tampaknya lebih
bermanfaat bagi mereka yang bisa mengaksesnya.
|stilah target group juga digunakan dalam
dunia pemasaran dan periklanan. Jika sebuah
perusahaan memiliki suatu produk untuk dijual,
perusahaan tersebut harus menentukan siapa
target group dan meyakinkan orang-orang
tersebut bahwa produk yang dijual akan membuat
kehidupan mereka lebih baik. Sejalan dengan
pemikiran  ini, pelaku pembangunan atau
pemberdayaan juga “menjual”’ program
pembangunan mereka dan mereka juga harus
meyakinkan target group bahwa program tersebut
bagus untuk mereka. Kata Overweel (2008) lagi:
“Mungkin analogi yang dijelaskan disini terdengar
agak sarkastik, tapi begitulah kenyataannva'-

pemberdayaan masyarakat menempatkan

aktor atau pelaku pembangunan adalah

| ini mengingat salah satu tujuan
adalah terciptanya

masyarakat. Ha

pembangunan nasional

masyarakat yang memiliki daya. kekuatan atau

aktif ~ dalam

kemampuan berpartlsipasi =
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pembangunan serta memiliki kebebasan di segala
bidang kehidupan. Implementasi pemberdayaan
masyarakat yang diharapkan bukanlah pekerjaan
yang mudah, tetapi memerlukan upaya dan kerja
keras dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta,
pelaku pemberdayaan, dan utamanya adalah
masyarakat itu sendiri. Salah satu yang harus
diperhatikan  dalam  proses pemberdayaan
masyarakat adalah keterlibatan masyarakat
sasaran dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya
lokal secara optimal agar masyarakat dapat
menolong dirinya sendiri (mandiri). Beberapa ahli
lebih menekankan pentingnya memperhatikan
local-wisdom dalam pemberdayaan masyarakat
sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pemberdayaan pada prinsipnya adalah
upaya untuk memberikan kemampuan/daya
(power) kepada masyarakat sasaran
pemberdayaan. Poli (2005) menyebutkan bahwa
pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan
rakyat-masyarakat  lokal untuk  memenuhi
kebutuhannya tanpa menghambat kebutuhan
generasi masa depan, di dalam konteks sosial
budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-
bangsa yang bermartabat. Pendapat Poli ini makin
mempertegas bahwa peningkatan kemampuan
adalah tujuan dari pemberdayaan, yang secara
lebih detail disebutkan oleh Poli (2005):
“Peningkatan kemampuan masyarakat lokal berarti
peningkatan kemampuannya untuk terlepas dari
empat dimensi kemiskinan: (1) lack of choice
(kemiskinan ekonomi); (2) lack of voice
(kemiskinan politik); (3) lack of status (kemiskinan
sosial); (4) lack of self-confidence (kemiskinan
percaya diri; psikologis)”.

Demikian pula dengan pemberdayaan

Masyarakat miskin Kabupaten Kutai Kartanegara,

pes\L

seharusnya dapat memiliki  satu kesatuan

pandangan  tentang makna  dan tujuan

pemberdayaan. Tiga pelaku pemberdayaan

(pemerintah, perusahaan, dan LSM) bisa saja
memiliki pandangan Yang sama atau berbeds
tentang pemberdayaan. Kesamaan atau

ketidaksamaan pandangan adalah masalah
pertama yang harus diurai. Sebab, latar belakang
ke tiga pelaku pemberdayaan pasti berbeda.

Permasalahan berikutnya akan muncul
ketika program pemberdayaan yang dilakukan oleh
tiga pelaku dilaksanakan kepada kelompok
masyarakat sasaran (Target Group). Permasalahan
akan  muncul  dari berbagai  kombinasi
kemungkinan makna dan tujuan pemberdayaan,
meskipun ke tiga pelaku memiliki makna dan
tujuan yang sama, apalagi jika berbeda. Sebagai
contoh, pemberdayaan vyang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan
program Gerbang Dayaku, sangat ideal dan bagus.
Namun implementasi program dan pencapaian
tujuan pemberdayaan belum tentu dapat
terealisasi dengan baik. Degradasi makna
pemberdayaan dapat terjadi mengingat
pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh person
yang belum tentu dapat menangkap makna
philosofis dari program pemberdayaan Gerbang
Dayaku.

Program pemberdayaan masyarakat juga
tidak boleh mengabaikan target group. Pendapat,
partisipasi, dan tanggapan target group menjadi
poin penting, mengingat target group adalah pihak
yang akan diberdayakan. Penolakan, sikap antipati,
dan ketidakpedulian masyarakat, adalah indikasi
pengabaian akan pendapat dan tanggapan target
group terhadap setiap program yang dilaksanakan

pelaku pemberdayaan. Pengungkapan pendapat
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